PEMLRINTAII KABUPATEN MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI MUARA ENIM.

bahwa dengan telah dltetapkénnya Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 200% entang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
sebagai- pelakSanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan
caerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali dan
melakukan penyesuaian terFadap Organ|sa8| dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ¢

bahwa terhadap Rar.cangdn Peuaturah Daerah tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim -telah
mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui
surat Gubernur nomor ; 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus
2008, sebaga: pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38
dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat || dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lemt.aran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonzsia Nomor 4389 ) ;
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagiari Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerak Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah R epublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Orgarisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Ne3jara Republik Incdonesia Nomor 4741 ) ;

w

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Percetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
Dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ;TENTANG:; PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
}‘\ ETENTU/‘\N UMUM

?

? Pas«al 1
Dalam Peraturan Dzerah ini yang drmaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemierintah Kabupaten Muara Enim,
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kebupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut
DPPRD :

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dar kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara
Enin:;
7. Dinas Daerah adaah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;

8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau
l’ngatan teknis penunang yang nlclnpuny' i W:laya"l ki 113 satu
atau beberapa kecamatan,

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau
kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam
rangka mendukung; tugas Pemerintahan;

10. Eselon adalah ting<atan jabatan struktural. |




BAB II

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daecrah ini, di ﬁentuk Organisasi Dinas Daerah
yang terdiri dari : .
Dinas F’@ndapatan Per.gelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Dinas Kesehatan ;
Dinas F’endldlkan,
Dinas Sosial ;
Dinas Tu=naga Kerja dan Transnuorasn
Dinas Tanaman Panqan dan Hortlkultura
Dinas Petnrnakan dan Penkanan
Dinas Perkebunan :
Dinas Ketiutanan ; : »
Dinas K=pendudukan dan Cata‘an Sipil ;
Dinas Periambangan dan Energ|
Dinas Pel«erjaar- UmUm Bina Marga dan Pengairan ;
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ,
Dinas Pernuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Pcrhubungan !
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
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; ‘ BAB 111

KLDUDUKAN TUGAS,;POKOK FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendapatan, Pengelolaén Keuangan dan Aset Daerah
Paéal 3

(1) Dinzs Pendapatan, Dpnnnln‘nnn Kmmnnnn dan Aset Daerah

1 PR RN

merupakan uasur pelaksapa Otonom| Daerah di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. :
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
tertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asét Daerah
mempunyai  tugas meclaksanakan — urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di, bidang
Pendapatan Daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas

Pendapatan, Pengzlciaar. Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

fungsi .

a. Perumusan ketijaksanaan teknis di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Penyelenggaraarn..............



(2)

(1)
(2)
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;.

Penqenddluan pmbmaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Pendapatan,
Pengelolacm Keuangan dan Asst Daerah;

Pelaksanaan tugas lain yarig diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya. :

ﬁasaIG

Struktur QOrganisasi Dinas Pendapatan, Pengeldlaan Keuangan
dan Aset Daerah terdiri darl

a. Kvbpala Dinas

b. Sekretariat, *nnmbawah:
1. Subbagiah Perencanaan :
2. Subbagiah I<euangan : -
3: Subbagian Umum.
¢. Bidang endapatan Asli Daerah, membawahi :
1’ Seksi Pajak Daerah;
2: Seksi Refribusi; |
3. Seksi Penerimaan Lainnya.
d. Bidang Perimbangan,imembawahi :
1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
2 Seksi Bayi Hasil Pafak dan Bukan Pajak ;
3. Seksi Danz Aiokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
(DAU dan DAK).
e. Buddng Anggaran dan Belanva membawahi :
1. Seksi Anggaran '
2. Seksi Belanja v
f. Bidang Akuntarisi, Verifikasi dan Pelaporan, membawahi :
1. Seksi Akuntansn,
2. Seksi Verifikasi :
3. Seksi Pelaporan.
g. Bidang Aset, membawahi :
1. Seksi Aset Tetap ;
2. Seksi Aset Tidak Tetap.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur oryganisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada
Lampiran | Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan
Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di
bidang Kesiehatan.
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal8 ..............



Pasa. 8

Dinas' Kesehatan mempunyai tugjas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan’ asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Kesehatan.

. Pasal ';19
Untuk melaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud pasal 8, Dinas
Kesehatan rnempunyal fun95|
a. Perumusan Kebuakcanaan teknis di bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan unucan pemermtahan dan pelayanan umum di
b|danq kesehatan

& Pelcksanaan dan pnmblnaan di bldang kesehatan;

Pengendahan pembinaan dan ‘pengawasan sebagian kegidtan
teknis ope=ra510nal dari / atau per;unjang di bidang kesehatan:

e. Pelaksanaan tugas lain yang drbenkan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dfinus Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala?Dinas;

b. Sekretariat, membawahi ,
1. Sub Bagian Uraum; :
2. Sub Bagian Keuangan; :
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelavanan Kesehatan, membawahi ;
1. Seksi Kesehatan Dasar;

2. Seksi Kesehetan Rujukan ;

3. Seksi Kesehatan Khusus.

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. $eksi Wabah can Bencana ;
3. Séksi Kesehatan Lingkungan.

e. 3idang Pengembangan Suriber Daya Manusia (SDM)
Kesehatan, membawahi ;
1. 8Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan ;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi ;
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3. Seksi Kefarmasian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

L]
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantum pada lampiran |l Peraturan Daerah ini.

Bagian..............
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Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan
:Pasal 11

(1) Dnna< P(=ndnd|kan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di
bideng Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oléh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah aan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. -

Dinas Pendidikan. mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Pendidikan.

. Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaah teknis di bidang pendidikan;

b. Penyelenqgaréan urusan pemerintahan dan pelayanari umum di
bidang peandldlkan ’

c. Pelaksanaan dan pembmaan di bidang pendidikan,

d. Pengendallan pembmaé\n dan pengawasan sepagian kegiatan
teknis opefasional dan / atau penunjang di bidang pendidikan;

e. Peiaksanaan tugas lain yang diberikan Bupatli sesuai ‘ugas dan
fungsinya. '

! pasal 14
(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagiarn Perencanaan.

c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah
Dasar (SD), membawahi ;
1. Seksi Kurilkulum ;
2. Seksi Tenaga Teknis;
3. Seksi Sekolah Swasta.

d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Meriengah
Kejuruan (SMK), membawahi ;

1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Teriaga Teknis;
3. Seksi Sekolah Swasta.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
2. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan;
3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

f Bidang.... .o
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i f. Bidang Tekris, Pendidikan Luar Sekolah dan Kegiatan

o Siswa, membawahi :

‘. Seksi Kegiatan Kesiswaan;

2 Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak
Usia.Dini (PAUD);

3. Seksi Tenada Teknis.

g. Unit Pel?ksana Teknis Dinas ZUPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsionall.

(2) Bagan struktur organisasi Dihas Pendidikan sébagaimana
terce ntum pada lampiran 1l Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
; Dinas S-ojsial ’ .
Pasal 15

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah di
Bidang Sosial.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh aeorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab »<=pada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

: Pasal 16
Dinas Sosial mempunyan tugas mclaksaruakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Sosial. :
:
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugés sebagaimana dimaksud pasal 16, Dinas
Sosial mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Sosial:

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang sosial;

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sébagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang sosial;

3 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsiriya.

Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

; c. Bidang...............




-8-

c. Bidang Bantuvan dan Jaminan Sosial, membawahi:
1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Pendayagunaan Surnber Daya Sosial dan Jaminan
Sosial : : ;
_ 3. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Kepahlawanan
d. Bidam::; Pelayanan dan Reh}ébilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat ;
2. Seksi Pelayanan Tuna Sosial ;

3. Pelayanan :Kesejahterfaan Keluarga, Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil dan Lanjut Usia.

e. Bidang Data dan Pelaporan, membawahi :
1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data ;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Program.

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDY);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum
pada lampiran IV Peraturan Dé&erah ini.

Bagian Kelima
Dinas Terlaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 19

(1) Dinas Ténaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi. ¢

(2) Dinas 'Tgnaga Kerja dan Tra?:nsmigrasi dipimpin dlleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
hepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
meleksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas, pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

rPasal 21

Untuk. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan IKebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ; »

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
hidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ®

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Tenaga Kerja
dan Transmigrasi,

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

PasSal 22 ..............



Pasal 22

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras: terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawanhi ;
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagiar Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenage Kerja, membawahi ;
1. 3eksi Inforraasi Pasar Kerja;
2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas ;
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawabhi ;
1. Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan;
2. Seksi Syarat Kerja (syaker) dan Jaminan Sosial ;
3. Seksi Hubungan Industrial.

e. Bidang Transmigrasi, rnembawahi ;
1. Seksi Penyiapan dan Pemukiman Transmigrasi;
2. Seksi Penempatan Transmigrasi;
3. Seksi Pembinaan Transrnigrasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jatatar Fungsional,

(2) Bagar struktur organisasi Dina.{} Tenaga Keria dan Transmigrasi
sebagaimana tercanti'm pada Ia?npiran V Peraturan Daerah ini.

| Bagian K:eenam
Dinas Tanaman Pang:an dan Holtikultura

Pasal 23

(1) Dinas Tanaman Péngan dan Holtikultura merupakan unsur
pelaksana Qtonomi Daerah di bidang Pertanian Tanaman
Pangan dan Holtikultura.

(2) Dinas Tanaman Pengan dan Holtikultura dipimpin oleh secrang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Tanaman Pangar. dan Holtikultura mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan dan
Holtikulwra.

Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Dinas

Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan
Holtikultura:

b. Penyelenggaraan...............



210 -

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Tanama* Pangan dan Holtikultura;

c. Pelaksanaan dan pefnbmaan di bidang Tanaman Pangan dan
Holtikultura:

d. P.rmgerld..alaan, pembinaan dan rengawasan sebagian kegiatan
teknis operasicnal dan / ateu penunjang di bidang Tanaman
Pangan dan Hoitikultura;

e. Pelaksanaan tugas lain yang 'diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pas;%al 26 ¥

(1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura,
terdiri dari : :
a. Kepala Dinas ;-

b. Sekretarnat membawahi ;;
1. Sub Bagian Perencan‘aan
Z. Sub Bagian.Umum;
3. Sub Bagian Keuangar.

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi ;
1. S‘eksi Produksi Padi ;
2. Seksi Produksi Serealia Non Padi dan Ubi-Ubian
& ‘~.ek5| Produksi Vac,ang Kacangan.

d. Bndang Produk lHortlkultura, membawahi ;
1. Seksi Produ si Buah; :
2 ‘%ek51 Produksi Sayuran;
3. ek51 Prcduksi Tanamzan Flias dan Tanaman Obat.

e. Brd:ang Sarana dan Prasarana membawahi :
1. Seksi Lahan dan Air ;:
3 Seksi Pupuk dan Pestisida ;
3 Seksi Alat dan Mesin Pertanian

f.  Bidang Usana Tani, Pengolahan dan Pemasarana Hasil,
membawahi :
1. Seksi Usaha Tani dan: Pemblayaan
2. Seksi Panen, Pasca, Pengolahzn dan Pemasaran Hasil
3. Seksi Per!in‘dungan Tanaman.

g.  Unit Pelaksana Teknis Cinas (UPTD):;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas  Tanaman Pangan dan
Holtikultura sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan
Daerzh ini.

Bagian Ketujuh
Cinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 27

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.

(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah

Pasal 28................
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Pasal 28

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
urusan perneriritahan dacrah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Petemakan dan Perikanan.

F’asal 28

Untuk melaksanakan tugao sebagalmana dimaksud pasal 28, Dinas
Peternakan dan Perikarian mempunyai fungsi :

a.
b.

(1)

(2)

Perumusan Kebuokan teknis da bidang Peternakan dan Perlkanan

Penyelenggaraan Jrusan pemernntahan dan pelayanan umum di
bidang Peternakan dan Perikanan;

Pelaksanaan dan pembinafan di bidang Peternakan dan
Penkanan

Pengendaluan pembmaan dan pengawasan sebagian keglatan
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Peternakan dan
Perikanan;

Pelaksanaan tugm l2in yang diberikan Bupati sesuai tu¢cds dan
fungsmya

Pasal 30
Struktur Organisasi Dinas Péternakan dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Gekretariat, membawahi;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

c Bidang Paternakan, membawahi ;
1. Seksi Budi Daya Peternakan ;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
3. Seksi #¥enyebaran dan Pengembangan Peternakan..

d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
1. Seksi Bangunar, Alat, Mesin dan Air;
2. Seksi Pakan dan Obat ;
3. Seksi Data dan Pembiayaan;

e. Bidang Kesehatan Hewan dan lkan, membawahi ;
1. Seksi Kesehatan Hewan ;
2. Seksi Sumber Daya Hayati dan Kesehatan lkan ;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterineir.

f. Bidang Perikanan, membawan ;
1. Seksi Budi daya Perikanan ;
2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Perikanan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabetan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi DiRas Peternakan dan Patikanan
Darat sebagaimana tercantum pada lampiran VIl Peraturan
Daerah ini.

DEgIBn.......c. .o
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Bagian Kedelapan
Dinas Perkebunan
Pasal3ﬁ

(1) Dinas Perkebunan merupakan urﬁ'\sur pelaksana Otonomi Daerah
di bidang Perkebunan. :

(2) Dinas Perkebunar dipimpin oleh‘fseorang Kepala yang berada di
bawah can bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sékretaris
Daerah. :

Pasal 32

Dinas Perkebunan mempunyai %tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dacrah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Perkepunan .

Pasal 33
,4 ,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Dinas
Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan'teknis di bfdang Perkebunan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perkebunan;

c. Pelaksanaan dan per@binaan di bidang Perkebunan:

d. Pengendalién, pembijwaan dangpengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dar / atau penunjang di bidang Perkebunan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinva.

Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari =
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Produksi, membawahi ;
1. Seksi Pengembangan Benih dan Sarana Produksi;
2. Seksi Budi Daya Tanaman Perkebunan ;
3. Seksi Perlindungan Tanaman.

d. Bidang Usaha Perkeburan, membawahi ;
1. Seksi Pengembangan Lahan:;
2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan Usaha ;
3. Seksi Pernbiayaan Usaha.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawanhi ;
1. Seksi Pengembangan Alat, mésin dan Pengolahan;
2. Seksi Pembinaan Mutu Hasil;
3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.



.

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsiénal.

(2) Bagan Struktur O?ganisasi ‘Dinas Perkebunan sebagaimana
tercantum pada lampiran VIII Peératuran Daerah ini.

‘Bagian Kesembilan
- Dinas Kehutanan

Pasal 35

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah
di bidang Kehutanan -

(2) Dinas Kéhutanan dlplmpin cﬁeh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah d<m bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretarls Daerah. -

Pasa‘il 36

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksahakan wurusan
pemerintahan dacrah :berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Kehutanan

Pasél37

Untuk melaksanakan tuc}as sebagaimana dimaksud pasal 36, Dinas
Kehutanan mempunyai fungsn

a. Perumusah Keauakan 1eknis di b|dang Kehutanan;

b. Penyele>nggaraan urusan pemermtahan dan pelayanan umum di
bidang Kehutanan;

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Kehutanan;

Pengendalian, pemtinaan dan péengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjeng di bidang Kehutanan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

L3

Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Cinas Kehutanan, terdiri dari ; -

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, merabawahi;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan,
3. Sub Bagien Perencanaan.

c. Ridang Penetagunaan Hutan, membawahi ;
1. Seksi Perencanaan Hutan ;
2. Seksi Inventarizasi dan Penatagunaan Hutan;
3. Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

d. Bidang Pelestarian Hutan dan Lahan, membawanhi ;
1. Seksi Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Pembenihan;
2. Seksi Perlindungan HUtan; « geis S v s o0
3. Seksi Konservasi Tanah, Air dan Surhber Daya Hitan.

e. Bidang...............
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e. Bidang Usaha dan Pendapatan Kehutanan, membawanhi ;
1. Seksi Usaha Kehutanan Non Kayu;
2. Seksi Pendapatan Kehutanan;
3. Seksi Procuksi Hasil |Hutan.

. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UFTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsuonal

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana
tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepu!:uh
Dinas Kependudukan dan;' Catatan Sipil
Pasal 39

(1) Dinas‘ Kependudukan dan Ccatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah di bldang Kependudukan dan
Catatan Sipil.

(2) Dinas Kependucukan dan Catatan; Sipil dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40 .

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan ' daerah berdasarkan asas
otonom’ dan tugas pemt-antuan di bidans Kependudukan dan Catatan
Sipil.

: ; °

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas éebagaimaﬁa dimaksud pasal 40, Dinas
Kependudukan dan Cataran Sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis d1 bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil;

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan ! atau penunjang di bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil;

}D

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 42

(1) Strnuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas,

b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3.  Sub Bagian Perencanaan.

C Bidang.............
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¢. Bidang Pendaitaran, Penduduk, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP); |
2. Seksi Adminisirasi Kependudukan.

d: Bidang Pencatatan Sipil membawszhi :
1. Seksi Pelayanan Péencatatan Sipil;
2. Seksi Administrasi Pencacatan Sipil.

e. Bidang Perkembhangan Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
2. Seksi Pengendalian Kependudukan.

f. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi :
1. Seksi Data ;
v 2. Seksi Evaluasi dan Felaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangar dan Energi
Pasal 43

(1) Dinas Pertambargan dan Energij~ merupakan unsur pelaksana
Otoriomi Daerah di bidahg Pertambangan dan Energi.

(2) Dinas Per“tarhbangan dan Energi "'di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di ‘bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekre:taris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pertambangar dan Energi mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bideng Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 45
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44, Dinas
Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pertambangan dan Energi;

Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pertambangan dan Energi;

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional can / atau penunjang di bidang Pertambangan
dan Energi;

e. Pelaksanaan tugasslain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 46 ...............
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Pasal 46
Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, nembawani :
1. Sub Bagian Unum;
2. Sub Bagian Kiuangan;
3. Sub Bagian Pcerencanaan.

c. Bidang Enerygi, membawahi :
1. Seksi Ketenaga Listrikan;
2. Seksi Minyak dan Gas
S. Seksi Energi Alternatif

d. Bidang Pertambangan, membawahi ;
. Seksi Mineral dan Panas Bumi;
2. Seksi Air Tanah dan Bahan Galian Golongan C;
3. Seksi Batu Bara.

e. Bidang Geologi, membawahi :
1. Seksi Geoiogl Tata Lingkungan;
2. Seksi Inventarisasi dan Survey ;
3. Seksi Pemetaan dan Informasi Geografis.

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas{UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Bagan struktur orga_m;asu Dma< Pertambangan dan Energi
sebagaimana tercantum pada lampiran X| Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedu}abelas
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
Pasal 47

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairah merupakan
unsur pelaksanz Utonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum
Bina Marga dan pengairan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jewab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengairan.

Pasal 49

untuk frelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

a.

O

Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengairan,

Penyelenggaraen urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan,

Pelaksanaan dan vemtinaan di bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengairan;
d. Pengendalian...................
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Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di tidang Pekerjaan
Umum Bina Marg¢a dan Perngairan,;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

PasaIBO

Struktur Orgénisasi Dinas Pekerjaan Umurn Bina Marga dan
Pengairan terciri dari :
a. Kepala Dinas ; y
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bfaolan Umurn;

2. Sub Be}glan Keuanqan
3. Sub B=1g|an Perencanaan

¢. Bidang Bina Perencanaan dar Pengawasan Teknis,
membawahi ; :
1. Seksi F’erencanaan Tekrns
2. Seksi Survey dan Pendat taai
3. Seksi Pengawaaan Teknis.

d. Bidang Bina Pembangunan rn(=rnbawah|
1. Seksi Pembangunan Jalan; :
2. Seksi Peningkatan Jalan; |
3. Seksi Pembangunan dan Pemngkatan Jembatai.

e. Bidang Bina Pzmeliharaan dan Pemanfaatan, membawahi ;
1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
3. Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan dan Utilitas.

f. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Cpe-asional dan Pemeliharaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h. Kelompok Jatatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umurm Bina Marga
dan Pengalran sebagaumanc\ tercantum pada lampiran Xli
Peraturan Daarat, ini.
Bagian Ketigabelas
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 51
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan

unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Pengairan.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin
oleh seorang repaia Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pamerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas perabantuan di bidang Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang.

Pasal 53..............
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Pasal 53

. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52, Dinas
Y Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsn

; a. Perumusan Kebijakan teknis di biding Pekerjaan Umum Cipta
‘ P Karya dan Tata Ruang;
b. Penyelenggaraan urusan pemerlntahan dan pelayanan umum di
bidang Pekerjaan Umum Ctpta Karya dan Tata Ruang;

' ? c. Pelaksanaan dan pembinaan di bldéng Pekerjaan Umum Cipta
3 Karya dan Tata Ruang;
d. Pengendalian, pembinaan dan pen@awasan sebagian kegiatan
’ teknis operasiohal dan /:atau penunjang di bidang Pekerjaan
| Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; ; ‘

e. Pelaksanaan tugas lain yang drberul(an Bupati sesuai tugas dan
fungsinya. '

. Pasal 5__-"4

(1) Struktur Organisasi Dinas, Pekerjaar: Umum Cigta Karya can Tata
Ruang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membaw‘ahl
1. Sub Baglan Umum:;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanadn
¢. Bidang Bangunan dan Lnngkungan mémbawahi :
1. Seksi Air Minum; -
2. Seksi Persa'npahan dan Al? Limbah;
3. Seksi Bangunan, Gedung dan Dralnase.
4 d. Bidang Perencanaan Teknis dan Pengawasan, membawahi:
| 1. Seksi Perencanaan Teknis;
i 2. Seksi Survey dan Pendataan
3. SeksiPengawasan.

e. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman, membawahi ;
] 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
2. $Seksi Permukimar.

f. Bidang Perumahan, membawahi

- 1. Seksi Pembinaan Perurmahan Formal dan Swadaya;
1 2. S$eksi Pembinaan Umum Perumahan ;

3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

g. Unt Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
H. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tala Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran XliI
Peraturan Daeran ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 55

(1) Diras Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

() DIO8e... ...
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(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin
cleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PasalSG

Dinas Kebudayaan, Par|W|sata Pemuda dan Olah Raga mempunyal
tugas melaksanakan urusan pemermtahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bldanq Kebudayaan, Panwnsata
Pemuda dan Olah Raga.

Pesal%?

Untuk melaksanakan tuga,s sebaga:mana dimaksud pasal 56, Dmas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsu

a. Perumusan Kebijakan, teknis di budang Kebudayaan, Panmse‘ita
Pemuda dan Olah Raga;

b. Penyelenggaraan urusan pemer{ntahan dan pelayanan umum di
bidang Kebudayaan, Paiiwisata, Pemuda dan Olah Raga;

¢. Peleksanaan dan pembinaan di bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan O!ah Raga

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebajgian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinyai.

Pa§a158

(1)  Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga terdiri dari :

a. KepalaDinas ;

b.  Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum;
2. \Sub Bagian Keuangan,

2

3. Sub Bagian Perencanaan.

¢. Bidang Kebudayaan, membavahi ;
1. Seksi Adat, Sejarah dan Purbakala;
2. Seksi Kesenian dan Perfilman.”

d. Bidang Pariwisata, membawahi ;
1. Seksi Pengembangan dan Pémeliharaan Objek Wisata;
2. Seksi Pemasaran Industri Wisata;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

e. Bidang Kepemudaan, membawanhi ;
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Organisasi dan Kepeloporan Pemuda.

f.  Bidang Olehraga, membawahi ;
1. Seksi Senam dan Rekreasi,
2. Seksi Olahraga Prestasi dan Masyarakat;
3. Seksi Sarana dan Prasarana olahraga.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD;

k.  Kelompok Jabatan Fungsiona'.
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(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga sebagalmana tercantum pada Lampiran
XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 59

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonbmi
Daerah di bidang Perhubungan

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

PasaiGO

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan ur(jsan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Perhubungan.

Pasal61

Untuk melaksanakan tugas Sebagéimana dimaksud pasal 60, Dinas
Perhubungan mempunyal fungsi :
a. Perumusan Kebijakar teknis difbidang Perhubungan
b. Penyel«=nggaraan urusan pemarlntahan dan pelayanan umum di
bidang Perhubungar: | :
Pelaksanaan dan pembnnaan di bidang Perhubungan ;

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasiorsal dan / atau penunjang di bidang Perhubungan ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
funcsinya.

Pasal 62

(1)  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Sekretarist, membawatii ;

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan,

3. Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Angkutan, membawahi ;

1. Seksi Angkutan Orang;

2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;

¢}

d. Bidang Pengendalian Operasional, mebawahi :
1. Seksi Pengendalian Operasional Pengamanan dan

Pengaturan:
2. Seksi Pengendalian Ooverasional Pengawasan dan

Pemeriksaan;
3. Seksi Pengendalian Parkir.

e. Bidang...............
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e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu
Lintas, membawahi ;
7. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan;
3. Séksi Manajemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.

f.  Unit Pelaksana Teknis:-Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ragan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
tercanturn pada lamniran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menéngah
Pasal 63

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menenqgan;

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerzh berdasarkan asas
otonomi dan tugas pambantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 64, Dinas

Foperasi, Usaha Keci! dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

¢. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Koperasi,
Usaha Kecil dari Menengah;

e. Pelzksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 66

(1) Strukur Organisasi Dinas Koperasi dann Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Muarea Enim terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat............
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b. Seckretariar, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan, membawahi ;
1. Seksi Permodalan Non Simpan Pinjam; .
2. Seksi Permadalan Sirnpan Pinjam;
3. Seksi P=2nilaian.

d. Bidang Koperasi, membawanhi ;
1. Seksi Usaha dan Pembinaan;
2. Seksi Diklat dar, Periyuluhan;
3. Seksi Kelernbagaan can Pemberdayaan.

e. Bidang Bine Usaha, Usaha Kecil dan Menengah,
membawahi :
1. Seksi Industri Pertanian
2. Seksi Industri Non Pertanian ;
3. Seksi Fasilitasi Aneka Usaha.

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 67

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan
Perdagangan. -

(2) Dinas PFerindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang herada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Dinas Perindustrian dan Perdagangar mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan
Perdegangar.

Pasal 65
Untuk melaksanakan tugas sébagaimana dimaksud pasal 68, Dinas

Perindustrian dan Fserdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Périndustrian dan
Percagangan;

b. Penyeleinggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perindustrian dan Perdagangan,

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Perindustrian dan
Ferdagangan;

d. Pengendaliap.............



d.

(1)

-bs

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan
teknis operasional dan / atau pelnunjang di bidang Perindustrian
dan Perdagangan; ]

Pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 70

Struktur Organisasi Dinas Perindustian dan Perdagangan terdiri
dari :
a. Kepala Dinas ; :
b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum:
2. Sub Bagiar Keuangan;
3. -Sub Baglan Perencanaan.
Bidang Perindustrian, membawahi ; _
1. Seksi Pengembangan Teknologu Industri Kecil dan
Menengah (IKM) ;
2. Seksi Pembinaan Produ,«‘l dan Promosi;
3. Seksi Sarasa c’a1 Prasarina Industri Kecil dan Menengah
(KM, e
d. Bidang : Perdagarigan Dal m Negeri dan Luar Negeri,
memoawanhi :
1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri ;
2. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan:
3. Seksi Usaha Perdagangari Luar Negeri.
e. Bidang Perhndungan Konsurien, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan pengawasan Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapan (U"ITP‘
2. Seksi Pengawasan dan KKelembagaan Usaha ;
3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar.

f. Unit Pelaksana Tekris Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

o B

L.

. Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 71

Pada Dinas Daerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit
Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. :

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiaten Teknis Operasional dan / atau kegiatan
menunjang tugas pokok Dinas Daerah yang mempunyai wilayah
satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 72

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Subbag Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di oawah can pertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 73

Pengaturan mengena’ Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai
nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan
diatur dan d|te=tapkan dengan Peraturan Bupati.

BABT v
IABATANFUNG&ONAL
Pasa174

(1). Kelompok Jabatan Fungnonal mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemermtah Da<=rah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan ;

(2). Kelompok Jabatan rungsior‘fjal terdiri dari sejumlah te"naga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang- undangan ;

(3). Kelompok Jabatan Fungswnal dipimpin o¢leh seocrang tenaga
fungsional senior ya*q dntunjuk

(4). Jumlah tenaga fungsmnal udntentukan berdasarkan kebutuhan
- dan beban kerja.

(5). Jenis dan jenjang Jabatan fungsmnal diatas diatur berdasarkan
peraturan perundang- urdangan

(6). Kelompok Jabatan Fungsnonal mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang- undancan

BAB V
TATA KERJA
Pasal 75

(1) Kepala Dinas memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan
fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya,;

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dan
kelompok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana teknis di
lingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sirnkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah
sesuai dengan tugas masing-masing;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah
bertanggungjawat: memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi
pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah
sesuai peraturan PPerundang-undangan yang berlaku bila terjadi
penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
bawahannya; '

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah
wajib mengikuti cdan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab
kepada atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan
secara berjenjang;

(5) Setiap.........ccovveenne.
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(5) Setiap laporan diterima olek pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan iebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawanan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 76

Dengan Peraturan Daerat! ini ditet’ap%kan :

B 0 =

Esclon Kepala Dinas "%adalah ese:lon I.b

Eselon Sekretaris Dinas dan adélah eselon lll.a

Eselon Kepala Bidang adalah eselon lil.b ;

Eselori Kepala Seksi dan Sub Béagian adalah eselon IV.a

BAB VIl
PENUTUP
Pasay77

Penjabaran T'u%;as Pokokf_dan Fung?”si Dinas Daerah dan hal-hal yang
belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengeénai
pelaksanaannya akan diatur dan ditétapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Dengan berlakunya Paraturan Daerah ini, maka :

a.

o

Peraturan Naerah Kasupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2C00
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaien Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tehun 2000 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002
(Lembaran Daerah Kebupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35
Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi dari Tata Kerja Unit Péelaksana
Teknis Dinas dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 33 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2002 Nomor 32 Seri D ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2006
tentar.g Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomer 4 Seri D)

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79..............
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. Pasal 79
) fl Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiegp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini’ dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Djite}gg}gﬁaﬁn di  Muara Enim
HrdaangT:
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| Diundangkan di  Muara Enim
2008
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. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 24 Seri D




